BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR ¥ TAHUN -mi:

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar

terlindungi dan dapat berkembang secara optimal, perlu
upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan
Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Pinrang Tahun 2022 - 2024;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 96);




Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun

I 8

12.

13.

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Deerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tehun 2020 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021
Nomor 6);

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam
Pembangunan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

* PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2022-2024.

|




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

nall

10.

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi
kewenangan Daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem
pembangunan  berbasis hak anak  melalui
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha vyang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak.

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di
tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya
kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan
KLA.

Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD
adalah dokumen rencana yang  memuat
program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka
waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan
Kabupaten Layak Anak.




11.

12.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang
selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang
membantu dalam mengukur dan memberikan nilai
terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan
terpenuhi hak anak terwujudnya kabupaten layak
anak.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA yaitu untuk :

a.

menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
menjamin pemenuhan hak anak di dalam
menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial
dalam kehidupannya;

mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai
basis pendidikan pertama bagi anak; dan

membangun sarana dan prasarana di Daerah yang
mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga
anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA vaitu sebagai pedoman
dalam mewujudkan Pengembangan Kabupaten Layak
Anak.

BAB [lI
PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

(1) Penyusunan RAD-KLA mempertimbangkan Rencana

pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah . Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat daerah.




(2)

()

(4)

(1)

(2)

(3)

Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), merupakan upaya penguatan

kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam

9 (ma) klaster, meliputi :

a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan
kegiatan budaya; dan

e. perlindungan khusus.

RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam

memantau dan mengevaluasi program kegiatan

Pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan

tahun 2024

RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 5

Dalam rangka efektifitas mempercepat pelaksanaan

kebijakan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas

KLA.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan

pengembangan KLA.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan
KLA;

b. menyusun RAD-KLA;

c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan
komunikasi pengembangan KLA;

d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA:

e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan
dalam RAD-KLA; dan

f. membuat laporan kepada Bupati.

(4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 1




BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan untuk
mengetahui perkembangan dan hambatan
pelaksanaan pengembangan KLA.

(2) Pemantauan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilakukan secara berkala oleh Gugus
Tugas KLA.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi proses input, output dan kemajuan target
pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

(1} Evaluasi pelaksanaan KLA dilakukan untuk menilai
hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang
dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator
KLA.

(3) Evaluasi dilaksanan setiap tahun oleh Gugus Tugas
KLA atau tim independen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal B

(1) Pelaporan perkembangan Pelaksanaan KLA dilakukan
oleh Gugus Tugas KLA atau Perangkat Daerah terkait
kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 9

(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta
seluasluasnya dalam pengembangan KLA.

(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘




BAB V11
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pengembangan KLA di Daerah dapat bersumber

dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah
provinsi; dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturen Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal Z° s 2072
BUPATI PINRANG

[EWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal o oty
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAY

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR - ]
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